SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa  Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2015 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015;

bahwa ketentuan pada Sertifikat Uji Tipe Kendaraan
Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan  Darat Kementrian  Perhubungan
mengkategorikan kendaraan roda tiga dalam jenis
mobil, sehingga perlu diatur ketentuan untuk kategori
kendaraan tersebut agar pajaknya dapat dipungut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Peraturan Gubernur Bali
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1649);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101
Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015
Nomor 12);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 12 TAHUN
2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama

Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Pasal 2 Peraturan Gu-
bernur ini, dikelompokkan dalam:

a.

mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan
minibus;

. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;

mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck
dan truck;

. mobil Roda Tiga;

alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan
berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok
meliputi:

a. NJKB; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor.

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1
(satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berarti kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih
dalam batas toleransi.



(5) Koefisien lebih basar dari 1 (satu) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berarti penggunaan
Kendaraan bermotor dianggap melewati batas
toleransi.

(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan

Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:

a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, mobil roda
tiga, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1
(satu); dan

b. blind van/delvan dan mobil barang/beban,
sebesar 1,3 (satu koma tiga).

3. Ketentuan Pasal 12 dalam Lampiran I diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Lampiran [ Peraturan Gubernur Bali Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 63
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